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Abstract : The objectives of thisresearch isto find out the relation between NGOs and political
party in strengthening the public participation in Malang City. The research sample taken purpo-
sively from 18 functional NGOs and 8 political partieswhich have representativein DPRD Malang
City. Thedataistaken frominterview and documentary, and analyzed qualitative descriptively. The
research conducted in two stages. Thefirst stage of thisresearch isto identify and classify NGOs
into three categories, namely, developmentalist (parastatal), liberal reformist (professional), and
transformatorist (progressive). Meanwhile, the political party isidentified and classified based on
five typological political parties, they are: clientelist linkages, encapsulating linkages, program-
matic linkages, personalistic linkages and charismatic bonds, and marketing linkages. The NGOs
which hasliberal reformation (professional) type because of its idealism and moderat character-
istics has the most possibility to make relationship with other political party, meanwhile from the
political party side which hasthe most possibility to make relationship with NGOs s the political
party which has encapsulating linkages type, this happens because the political party with this
type has more transparancy ideology and identity, also more loyal cadres and constituent basic.

Key words: NGOs, political party, category, typology, relation.

Di era otonomi daerah sepatutnya proses demo-
kratisas tercermin dalam kebijakan-kebijakan pe-
merintah daerah. Namun fenomenapolitik di la-
pangan menunjukkan hal sebaliknya. Masyarakat,
lebih khusus masyarakat marjinal, sebagaimana
ditunjukkan oleh hasil penelitian yang dilakukan
Demos —L embaga kagjian Demokrasi dan Hak
Azasi— justru terasing dari kebijakan publik
(Tempo, 22 Mei 2005:76-77). Reditasyang terjadi
di KotaMadang, ruang publik yang menjadi wahana
partisipasi publik boleh dikatakan nyaris tidak
tersedia Terjadi kebuntuan komunikas palitik publik
dengan pemerintah kotadalam perumusan kebijakan
publik. Akibatnyapembangunan dan pengembangan
kota tidak terkontrol. Sebut misalnya, ruilslag
kawasan Akademi Penyuluh Pertanian (APP) untuk
dijadikan kawasan hunian mewah; kasusL gpangan
Rampal yang akan dirubah sebagal kawasan bisnis;
pendirian Malang Town Square (Matos) yang penuh
kontroversi; jugapembangunan Malang Olympic
Garden (MOG) yang banyak menimbulkan protes
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warga; jugayang terakhir kasuspengaih fungsian
Taman Kunir untuk dijadikan lokasi bangunan
Kantor Kelurahan Oro-oro Dowo. Benar bahwa
di Indonesia, sgjak awal 1990-an mulai muncul

gerakan-gerakan masyarakat grass root terutama
terdiri dari buruh dan petani. Gerakan-gerakan
tersebut didukung dan difasilitas oleh mahasiswa,
intelektual dan paraaktifis Ornop yang kemudian
tergabung dalamkoalis prodemokras (Hadiwinata,
2003:53-54). Namundi sini nyatasekai bahwatidak
adakekuatan rakyat yang benar-benar mengakar
sebagal kekuatan politik alternatif yang dapat
menembus kebuntuan representad rakyat di hampir
semua tingkatan politik. Ornop yang memiliki

kedekatan dengan masyarakat grass root dan
kemampuanteknis, dan partal politik yang memiliki

power selayaknyadapat berkolaboras menembus
kebuntuan komunikasi politik untuk menguatkan
partispas publik ddam membukadan mengid ruang
publik. Di AmerikaL atin sebagamanadikemukakan
ddam penditian Brysk (2000:151-165) Ornop juga
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sangat besar peranannyadalam proses demokra-
tisas civil society. Di Banglades sebagaimana
ditunjukkan oleh Feldman (1997:46-65) Ornop juga
sangat mengambil peran ddam mentransformasikan
civil society dalam mengisi ruang publik. Berda-
sarkan fenomena-fenomena sebaga manadikemu-
kakan di atas, makamasdah pendlitianini dirumus-
kan sebagai berikut: bagaimana polarelasi yang
terjadi antaraornop dan partai politik dalam pe-
nguatan partisipasi publik untuk membuka dan
mengis ruang publik di KotaMaang.

Pendlitianini bertujuan untuk menemukan
rancangan polarelas antaraorganisas non peme-
rintah (ornop) dengan partai politik daam penguatan
partisipasi publik di wilayah KotaMalang. Tahap
awal penelitian ini merupakan kegiatan untuk
mengidentifikasi dan mengel ompokkan Ornop.
Sedangkan untuk partai politik perlu diidentidikasi
tipologi partai politik utamanyadalam perspektif
jainanhubungan parta politik —massa. Identifikas
partai politik dilakukan pada partai-partai politik
yang memiliki perwakilan (kursi) di DPRD Kota
Mdang.

Tahap berikut dari penelitian ini adalah
mengandigsrdas yangterjadi antaramasing-masing
kelompok ornop —berdasarkan kategori yang
sudah ditemukan pada penelitian tahap awal—
dengan partai-partal politik yang model-modelnya
sudah teridentifikas padapenelitian sebelumnya.
Relas yang dianalisis memfokuskan padasgauh
manakerjasama, kesamaan kebijakan, dantindakan
yang dilakukan oleh kedua pihak dalam upayape-
nguatan partispas publik. Selanjutnyaberdasarkan
temuan hasil analisisrelas tersebut akan disusun
rancangan polarelas antaraornop— partai politik
dalam penguatan partisipasi publik di Kota
Maang.

Kebijakan publik sebagai sebuah proses
politik, melibatkan tigapilar : negara(pemerintah),
lembagaprivat (swastalbisnis), dan masyarakat Sipil.
Secarateoritisuntuk menghasilkan kebijakan publik
yang baik harusterjadi balance antaraketigapilar
tersebut. Namun praksispolitik seringkali menun-
jukkan bahwamasyarakat sipil selaludadamposis
margind (Thamrin, 2003:169-183). Partispas publik
dimaknai sebagai proses, cara, saranabagi warga
terutamake ompok miskin danmarjind untuk terlibat
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dan turut mengendalikan sumberdayamelaui ber-
bagal proses pengambilan kebijakan publik yang
berpengaruh langsung terhadap kehidupan mereka.
Dan karenakeputusan publik tersebut telahmelaui
lusinan public hearing dan ribuan komentar publik,
partispas publik akan memberikanlegitimas yang
kuat pada keputusan-keputusan publik (Innesand
Booker, 2000:7-8; Brysk:2000:151). Tersusunnya
polarelas organisasi pemerintah (ornop) — partal
politik tersebut akan bermanfaat bukan hanyabagi
pengorganisasian dan penguatan partisipas publik
di kotaMalang, tetapi sekaligus akan dapat mem-
bantu merekonstruksi teori yang terkait dengan
mekanisme hubungan infra— suprastruktur politik
ddam prosespoalitik.

Mencermati perkembangan kiprah Ornop
di Indonesia, Eldridge (1995:212-213) secara
konseptua kategorik membedakan tigamode pen-
dekatan, yaitu: pertama, Ornop yang menggunakan
pendekatan kemitraan (high-level partnership)
secarafungsiona dengan pemerintah dalam rangka
menangani pengembangan ekonomi masyarakat
akar rumput. Kedua, pendekatan yang bersifat
high-level politics: grass-roots mobilitization, di
manamerekaterlibat secaraaktif dalam mempe-
ngaruhi kebijakan negarayang orientasinyadalam
memberuntungkan poss sosd ekonomi masyarakat
akar rumput, melibatkan diri dalam penanganan pro-
gram-program resmi pemerintah, dan termasuk
memberi kemungkinan padakel ompok-kelompok
kecil rakyat untuk menangani program Ornopitu.
Dan ketiga, pendekatan empowerment at the
grass-roots. Mereka padaumumnyaberorientasi
politik padapenguatan kelompok-kelompok sosid,
dengan mel akukan penyadaran padamasyarakat
untuk menyadari berbagai aktivitas politik dan
pembangunan ekonomi.

Daam praktik ber-Ornop di Indonesia,
sebelum dekade sekarang umumnyaOrnop meng-
gunakan pendekatan pertamadan kedua, sehingga
tak jarang diklaim bahwaOrnop seperti itu menerima
hegemoni negara. Berkaitan denganitu, CPSM —
Community for Participatory Social Manage-
ment— seperti dikutip Billah (2000:5) dalam
perspektif ideologismembuat petasosiologispara
digmagerakan Ornop di Indonesia. Pertama, ber-
paradigma developmentalis, yang visinya



50

berangkat dari asums bahwamasalah demokras
dan kondisi sosia ekonomi rakyat sebagai faktor
yang inheren dengan kebodohan, kemiskinan,
keterbelakangan, dan keterpencilan. Dengan
demikian solusinya adalah dengan melakukan
perubahan mental atau budaya masyarakat
sasaran.

Kedua, Ornop yang menggunakan paradig-
ma reformasi liberal. Kalangan Ornop ini melihat
kondisi sosial ekonomi dan demokrasi karenatak
berfungsnyademen-demen sosd politik yang ada,
di manarakyat atau kelompok-kel ompok masya-
rakat kurang memiliki aksesdan kesempatan untuk
berpartisipasi dalam politik dan pembangunan.
Makanya pendekatan pemecahan masalah, identik
dengan pendekatan kedua dari Eldridge di atas,
yakni berupayamenyediakan atau memfasilitasi
kesempatan rakyat untuk berpartisipasi, dengan
model perubahan yang diharapkan berupaperuba-
hanfungsona strukturd.

Sementara paradigma ketiga adalah
transformatoris. Gerakan-gerakan Ornop seperti
ini terasaagak radikal, di manaiklim atau isu keter-
bukaan dimanfaatkan untuk mencobamembongkar
berbagai persoalan sosial, ekonomi dan politik.
Sangat kontras dengan Ornop berparadigma
pertamadan kedua, Ornop berparadigmaketigaini
melihat kondis struktur sosd ekonomi dan politik
sebagai hasil pemaksaan negara atau kel ompok-
kelompok dominan, sehingga oleh karena itu
mel ahirkan ketidakadilan dan ketidakdemokrasian.
Makanyaisu gerakannyalebih bernuansapolitik,
seperti mengambil temahak azas manusa(HAM),
kesenjangan sosid, gerakan civil society, pelibatan
rakyat bahwadalam proses-proses politik seperti
demonstrasi, unjuk rasa, termasuk mimbar bebas,
serta berorientasi pada kemandirian rakyat;
dengan konfik sebagai pendekatan yang
digunakan.

Menurut peneliti pendekatan yang dikemu-
kakan Eldridge maupun paradigmayang dilontarkan
olen CPSM di atas secara substansial tidaklah
terdapat perbedaan berarti. Oleh karenaitu dalam
penelitian ini upaya mengumpulkan data atau
informas tentang ornop didasarkan padavariabel -
variabel yang tersusun dalam matrik sebagai
berikut:
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Paradigma dan Pendekatan Ornop
Kakgori
Orientasi eor Omep
devebpmentalis refirmiasi lheral trans B rmatoris
Sibap tethadap program  Bekepjzama, Eolhorasifhenasams  Menghindan
penth anguren wsnn remelhan ks keterlhatan
pegenthangan
patsipast kot
Uniertast terhedap Merg homodast Me npeth dhami Memelihar jarak
staukior negaa
Fensep tentang Pemecahan masalah  Menmpwinbargkanhale  Prakarsa tmgkat abar
demolrast secampatsipaton hakpoltkdan hab-bak  ramput
ehanom
Mobilisast populay Penthentukan Program ekomommi; Penberlayaan
kelonpok-helonpok  mengzdabhan kelompok keetl
Jecll kesadaman

Sumber: adaptasi dari Billah (2000:28)

Agar dapat mengidentifikas sebuah ornopitu dapat
digolongkan kedalam kategori developmentalis,
reformasi liberal atau transformatoris, digunakan
acuan parameter paradigmadan pendekatan ornop
yang diadaptas dari kerangkayang disusun oleh
Billah seperti di ates.

Data-datapartai politik nantinyadianalisis
dengan menggunakan kerangkatipologi parta politik
berdasarkan hubungan partai politik —masyarakat,
yang dikemukakan oleh Roberts (2002:8-14).
Daam pendlitiannyatentang jainan hubungan partai
— masyarakat dan representrasi demokratik di
AmerikaL atin, iamenemukan fenomena-fenomena
yang nyarissamadengan temuan Poguntke (2002:4-
11), yang kemudian dirumuskannyaddamlimamodd
hubungan. Dlammodel ini menurut Robertssekdi-
pun satu partal politik dominan menunjukkan kecen-
derungan yang mengarah padatipologi tertentu,
tetapi tidak tertutup kemungkinan padapartai politik
yang samatampak pulaindikas yang cenderung
mengarah padatipologi lainnya. Sehinggasatu partai
politik tidak semata-mata hanyamengacu padasatu
model atau tipologi sgja, tetapi jugabisamerujuk
padabeberapatipologi atau model sekaligus. Kelima
model hubungan tersebut sebagal sebagaimanatelah
dikemukakan di bab terdahulu adalah clientelist
linkages, encapsulating linkages, programmatic
linkages, personalistic linkages dan charismatic
bonds, dan marketing linkages.

Apayang diigtilahkan oleh Poguntke sebagai
organisational linkage dan yang disebut Roberts
sebagai encapsulating linkage tampaknyaadake-
samaan. Kesamaan itu tampak pada bahwa ke-



Relasi Organisasi Non Pemerintah - Partai Politik dalam Penguatan Partisipasi Publik, (Prianto)

duanyasama-samamelihat adanyaperan interest
selection/articulatian yang dilakukan oleh inter-
est/pressure group secara berbarengan dengan
parta politik. Kemungkinan kerjasamaini diperkuat
lagi oleh kesmpulan dari seminar NGOsdan Partai
Politik di Jerman, bahwa mereka semua sepakat
dengan pandangan kontingen dari Philipina, that for
the NGOs (that have grassroots connections and
specialized knowledge) and the Political Parties
(who have power) to work together would fur-
ther the common cause of a better society for all
(Oloresdan Caliboso, 2004:2).

METODE

Penelitian ini merupakan kombinasi dari
penelitian survey, dan dokumenter, dengan meng-
gunakan pendekatan kudlitatif. Unit andigspenditian
adalah Ornop yang beraktifitas di wilayah kota
Malang dan partal politik yang memiliki perwakilan
(kurg) di DPRD KotaMdang. Sampe Ornop diten-
tukan secara purposive dengan jumlah 18 ornop
diantara ornop fungsional yang berjumlah 66
organisad . Sedangkan untuk partal politik digunakan
total sampel mengingat jumlah partai politik yang
memiliki perwakilan (kurs) di DPRD kotaMaang
tidak terlaubanyak, yatuhanya8 parta politik. Data
primer diperoleh melaui wawancaradengan tokoh-
tokoh Ornop dan partai politik sampel pendlitian,
dan data sekunder diperoleh dari anggaran dasar
dananggaranrumahtangga, sertadokumenlainyang
diperoleh dari Ornop dan Partal politik sampel
penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif
kualitatif dengan menggunakan kategori-kategori
yang bermuatan verifikad teoritik.

HASIL

Identifikasi Ornop

Sampel ornop yang akan diteliti sebagama-
nadikemukakan dalam metode penelitian sebenar-
nya berjumlah 20 ornop. Tetapi setelah kegiatan
pengumpul an data dil aksanakan terdapat 2 ornop
yang datanyatidak dapat diolah dandiandiss. Yang
pertama ornop Environtmental Management
Services (Emas), baik ketikadidatangi maupun dihu-
bungi melalui telepon sesual damat yang tercantum
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di daftar yang diperoleh dari BakesbanglinmasKota
Malang, alamat tidak dapat ditemukan, sehingga
datadan informas tidak dapat diperoleh. Kedua,
ornop Jaringan Advokas Anak Jalanan (JARAK),
setelah datadan informas diperolehternyataornop
ini merupakanlembagajaringan dari sgumlah ornop
yang memiliki aktifitasdi bidang pemberdayaan anak
jaanan, sehinggaJARAK tidak memiliki aktifitas
sendiri yang berhubungan dengan pemberdayaan
anak jdan. Jadi data-datadaninformas yang diper-
olehtidak dapat diolah dan diandisislebih lanjut.

M akadengan demikian terdapat 18 ornop
yang datanyadapat diolah dandiandiss. Data-data
ornop tersebut sebagai berikut. 1) Yayasan “ Pem-
berdayaan Masyarakat Indonesia’ (YPMI); 2)
Yayasan Peningkatan dan Pengembangan Sumber
DayaManusa(Y P2SDM); 3) Gerakan Masyarakat
Bawah Indonesa(GMBI); 4) Pusat Pengembangan
dan Pemberdayaan Masyarakat (P3M); 5) Ang-
katan MudaDemokrat Indonesa(AMDI); 6) Lem-
baga SwadayaMasyarakat “ Sinar Bangsa’ (LSM-
SB); 7) LembagaPengkajian Kemasyarakatan dan
Pembangunan (LPKP); 8) Pusat Telaah dan
Informasi Regiona (PATTIRO); 9) Ruang Mitra
Perempuan (RUMPUN); 10) Parlemen Watch In-
donesia (ParWl); 11) Lembaga Perlindungan
Konsumen Indonesia (LPKI); 12) Yayasan Bina
Potens Masyarakat (YAPIM); 13) LembagaK gian
Ajaran Sukarno dan llmu Sosial (eL-KASs); 14)
Lembaga Studi Agama dan Sosial / Institute for
Religion and Social Studies (IReSS); 15) Griya
Baca: Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan; 16)
Serikat Buruh Sejahteralndonesia-Malangkucec-
wara(SBSI-M); 17) Vincentian Center Indonesia
(VCl); dan 18) Serikat Buruh Demokratik Malang
(SBDM).

Identifikasi Tipologi Partai Politik

Data-datayang diolah dan dianalisisber-
sumber dari delgpan partal politik yang memiliki per-
wakilan (kurg) di Dewan Perweakilan Rakyat Daerah
(DPRD) KotaMalang, yaitu Partai Demokrasi In-
donesiaPerjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (Partai
Golkar), Partai Demokrat (PD), Parta Amanat
Nasiona PAN), Partal Keadilan Sgjahtera(PKS),
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Partai Damai Sgahtera(PDYS), dan Partal Persatuan
Pembangunan (PPP). Data primer diperoleh dengan
carawawancaradengan tokoh-tokoh kunci di kepe-
ngurusan partal politik maupun yang beradadi fraks
DPRD dari setiap partai politik. Sedangkan data
sekunder diperoleh dari berbagal bahan pustaka
yang berupaAD/ART danterbitan lain dari setiap
partai politik, jugaberasal dari mediamassadan
buku.

Data-data tersebut kemudian dianalisis
dengan menggunakan kerangkatipologi partal politik
berdasarkan hubungan partai politik —masyarakat,
berupalimamodd hubungan sebagaimanadikemu-
kakan di atas, yakni, clientelist linkages, encap-
sulating linkages, programmatic linkages, per-
sonalistic linkages dan charismatic bonds, dan
marketing linkages.

Clientelist Linkages

Ini merupakan model hubungan partai-
masyarakat paling tua dan paling meresap di
AmerikaL atin. Hubunganini merupakan hubungan
patron-klien yang sangat menekankan terjadinya
pertukaran keuntungan bagi loyalitaspolitik. Patron
memiliki sumberdaya yang berupa kekuasaan,
kedudukan atau jabatan, perlindungandan tidak
jarang pulaberupameteri. Sementaraklien memiliki
sumberdayaberupatenaga, dukungan danloyadlitas.
Ciri-drinyaantaralain: merupakan diang dari tokoh-
tokoh politik dan jaringan patronasenya (pola
tersebut akantetgp terpdiharasd amamasing-masing
pihak tetap memiliki sumberdayatersebut; kalau
tidak demikian, masing-masing pihak akan mencari
orang lain, gpakahitu sebagal patron atau sebagai
klien); broker lokal menyalurkan keuntungan-
keuntungan pribadi —seperti pekerjaan, kontrak, atau
pun pengaspal an jalan- untuk memperoleh duku-
ngan, namun biasanyamesin patronaseini kurang
memperoleh dukungan secaraluasdari loydisparta;
partal lebih bersfat vertika yang terdiri dari patron,
broker, dan klien dari padahorisontal yang merupa-
kan organisas massayang kuét.

Hubungan clientelistic yang berhasi| diiden-
tifikas diantarapartai-partai politik di kotaMaang
lebih banyak menunjuk kepada partai-partai besar
yang memiliki atau paling tidak berpe uang memiliki
kekuasaan besar. Sekalipun bukan berarti bahwa
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indikasi-indikasi hubungan itu samasekali tidak
tampak di tubuh partai-partai menengah dan partai
kecil. Yang pertama dapat disebut di sini idah Partal
Demokras IndonesiaPerjuangan (PDI-P). PDI-P
memiliki 12 kursi (terbanyak) dari 45 kursi yang
tersediadi DPRD KotaMaang. Yang kedua dapat
dikemukakan di sini adalah Partai Demokrat (PD),
partai ini memiliki 7 kurs (posis ketiga) di DPRD
Kota Malang. Partai politik ketiga yang dapat
dikategorikan kedaamtipologi clientelist linkages
adalah Partai Golkar. Partai ini di DPRD Kota
Malang memiliki 5kurs perwakilan. Sedangkan di
partai-partal politik lainnyapraktek hubungan pa-
tron-client yang berlangsung lebih banyak hanya
berkisar padapertukaran sumber-sumber (exchange
of resources) di lingkup internal organisas partai
masng-masing.

Encapsulating Linkages

Hubunganini mempunyai duaciri khusus:
struktur organisasi yang berbasismassadan &filias
modd partispatori. Pelibatan massasecaralangsung
dalam proses politik di luar kegiatan pemungutan
suarasangat penting. Oleh karenanyamemerlukan
kongtruks organisas partai di tingkat loka atau unit-
unit grass-root yang menyediakan anggota dan
pengikut-pengikut permanen yang militan bagi aks-
akd palitik, dantentu sgaini akan membukape uang
bagi asosasi-asosias buruh, petani, pemuda, maha
siswa, dan sebagainya. Hubungan encapsulating
menci ptakan ikatan-iktan yang kuat antaraorang-
orang militan dengan partai. Orang-orang militanini
diselubungi sebuah jaringan sosial dan jaringan
organisas yang yang membawamerekakedalam
hubungan reguler dengan partal danparaloydislan-
nya. Partai oleh karenanyamembantu mengintegras-
kan masyarakat ke dalam kehidupan politik. Dan
tentu sgamerekaharusmenyediakan ssbuah tatanan
layanan sosial yang menciptakan saluran bagi
partispas danreproduks loyditaspolitik, termasuk
klinik-klinik kesehatan, fasilitas pemeliharaan anak,
program-program pendidikan, kelompok permuda
dan perempuan, aktivitas budaya, dan kelompok-
kelompok olahraga.

Di wilayah kotaMalang partai politik per-
tamayang menurut hemat pendliti layak di masukkan
ddamtipologi encapsulating linkages ada ah Partai
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Keadilan Sgahtera(PKS). Di DPRD KotaMaang
PKSmemiliki 5(lima) kurs). Partai politik lainyang
dapat dikategorikan dalamtipologi encapsulating
linkages, sekaipun dalam kadar yang cukup longgar,
adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di
DPRD KotaMaang PPP hanyamemiliki 1 (satu)
kurs.

Programmatic Linkages

Merupakan hubungan dimana loyalitas
politik warganegarakepadapartai didasarkan pada
komitmen terhadapideol ogi atau program-program
parta politik. Hubungan demikianini mengharuskan
bahwapartal mengambil posis ideologisyang kon-
sisten masuk akal, koheren, dan yang membeda-
kannyadari pesaing-pesaingnya. Dengan mendasar-
kan padakarakteristik yang melekat padaprogram-
matic linkages, tampaknyakarakteristik itu terdapat
padasemuakede apan partal politik yang menjadi
obyek penelitian. Perlu kiranyadisebutkan di sini,
bahwadiantara8 partal palitik itu, duapartai politik,
yaitu PK S dan PPP berasakan |lam, sedangkan 6
partai politik lainnya, PDI-P, PD, Partai Golkar,
PDS, PAN, dan PKB berasaskan Pancasila. Sdlain
penegasan diri sebagai partai dakwah oleh PKS,
danpartal yang bertujuan untuk meningkatkantagwa
kepadaAllah SWT oleh PPP, selebihnyavis, mis
dan program kedelapan partai politik itu boleh
dikatakan hampir tidak adabedanya. Vis, mis dan
program keenam partal politik secaraumum berkisar
padapersoalan demokratisasi, keterbukaan, kea-
dilan dan kesgjahteraan rakyat, penentangan terha-
dap otoritarianisme, nasiondisme, bangsayang man-
diri, bangsayang tanpadiskriminad, humanisme, dan
internasiondisme.

Personalistic Linkages dan Charismatic Bonds
Padahubungan seperti ini, dukungan yang
diberikan kepada partai  bukan didasarkan atas
komitmen ideologi atau identitasorganisas, tetapi
pada kualitas kepemimpinan dari personalitas-
personalitasyang dominan di dalam partai. Walau-
pun hubungan personalistik tidaklah memerlukan
kepemimpinan karismatik, hubungan-hubunganitu
paling kuat dimana “ikatan-ikatan karismatik”
berlangsung (eks's) diantaraseorang pemimpinyang
mempertontonkan bakat khusus dan massarakyat
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yang menanamkan kepercayaan merekakedalam
figur imam untuk memimpin suatu prosesperubahan
radikal atau memecahkan suatu krisis nasional.
Personalismebiasanyabertentangan dengan ingtitu-
sionalisme, dan partai yang mendasarkan padahu-
bungan persondidik seringkdi merupakanorganisas
yang longgar atau bahkan keberadaannyahanya
sebentar sgja. Yang tergolong kedaam partal politik
ini adalah Partai Kebangkitan Bangsa(PKB), yang
di DPRD KotaMalang memiliki 8 (delapan) kurg,
dan Partai Damai Sgahtera(PDS) yang memiliki 2
(du@) kursi di DPRD Kota Malang. Kemudian
partal politik ketigayang dapat disebut sebagal
kelompok tipe personalistic linkages atau
charismatic bonds adalah Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDI-P). Partai politik
berikutnya yang sekiranya layak
dikelompokkan dalam tipologi ini adal ah Partai
Amanat Nasional (PAN).

Marketing Linkages

Hubungan demikian ini muncul sebagai
konskwensi dari aktivitas political marketing.
Biasanya dibentuk melalui hubungan pemilihan
secarakhusus, seperti menciptakan dayatarik partai
bagi pemilih yang tidak berkomitmen berupa
kebijakan-kebijakan yang populis, pencitraan
performan pejabat, atau mengkomunikaskan citra
negatif para kompetitor. Namun efek yang
ditimbulkan oleh marketing linkages hanya
menimbulkan tingkat ketergantungan yang terbatas
dan sementara, yang pada akhirnya hanya
menghasiIkan dukungan yang bersifat kondisional
ketimbang loyalitas politik. Hubungan seperti ini
memperkuat partai dalam memoles secaraterus
menerus public image mereka dengan cara
reframing agendapolitik, memodifikas isue-isue
posis merekauntuk mengakomodas opini publik,
mempertahankan rekam jg ak mereka, mematut-
matut kandidat mereka, dan menyoroti kelemahan-
kelemahan lawan. Partal palitik pertamayang harus
disebut untuk dimasukkan kedalam tipologi mar-
keting linkages adalah Partai Demokrat. Partai
politik kedua yang dalam beberapa hal dapat
dimasukkan sebagai partai politik bertipologi mar-
keting linkages adalah Partai Amanat Nasional
(PAN).
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PEMBAHASAN
Identifikasi Kategori Ornop

Sikap Ornop Terhadap Program Pembangunan
Resmi

Dalam melihat peran ornop dalam proses
pembangunan di sebuah negaraHeyzer (1995:8)
mengidentifikasi tiga jenis peranan yang dapat
dimainkan olehberbaga ornop, yaitu: 8 Mendukung
dan memberdayakan masyarakat pada tingkat
*“grass root”, yang sangat esensial, dalam rangka
menci ptakan pembangunan yang berkelanjutan; b)
Meningkatkan pengaruh politik secara meluas,
meldui jaringan kerjasama, baik dalam suatu negara
ataupun dengan lembaga-lembaga internasional
lainnya; ¢) Ikut mengambil bagian ddam menentukan
arah dan agendapembangunan.

Butir @ sebagamanadilangr Heyzer di atas
tampaknyasg aan dengan paramater yang disusun
oleh Billah dalam mengidentifikas ornop transfor-
meatoris. Ornop kategori transformatorismenghindari
keterlibatan dalam proses pembangunan resmi yang
dilakukan oleh negara, dan lebih menekuni aktivitas-
aktivitas pemberdayaan di tingkat akar rumput
sebagaimanadimaksud oleh Heyzer. Sementara
butir b) memiliki keidentikan dengan karakteristik
ornop reformasi liberal, dimanaornop dalam aksi
dan program-programnyaberkol aborasi/kerjasama
kritisdengan pemerintah. Dan butir ¢) cenderung
mirip dengan karakteristik ornop devel opmentalis,
yang secaraaktif bekerjasamadengan pemerintah
ddam menentukan arah dan program pembangunan.

Ornop berkategoti developmentalis (parastatal)
Daam menyikapi program pembangunan
yang ditetapkan oleh pemerintah ornop jenis
developmentalisatau parastata ini boleh dikatakan
mengidentifikasikan diri secarautuh dengan model
pembangunan dan misi pemerintah. Ornop yang
masuk dalam kategori ini pada prinsipnyasangat
partis patif, kegiatannyalebih diutamakan padahal -
hal yang berkaitan dengan pembangunan ketimbang
yang bersfat advokas . Berdasarkan data-datayang
terkumpul Ornop di kota Malang yang dapat
dikelompokkan dalam kategori ini adal ah sebagai
berikut : 1) Yayasan “ Pemberdayaan Masyarakat
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Indonesia’ (Y PMI); 2) Yayasan Peningkatan dan
Pengembangan Sumber DayaManusia(Y P2SDM);
3) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesa(GMBI);
4) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan
Masyarakat (P3M); 5) Angkatan Muda Demokrat
Indonesia (AMDI); 6) Lembaga Swadaya
Masyarakat “ Sinar Bangsa® (LSM-SB).

Ornop berkategori reformasi liberal (profesional)

Dalam menyikapi program dan model
pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah
ornop berkategori reformas libera dalam banyak
hal menyediakan diri untuk berkolaborasi atau
bekerjasama dengan pemerintah. Namun kerja
samaitumemiliki corak kekritisan, ddam pengertian
merekatidak begitu sgjabersediasecarasertamerta
mengerjakan kegiatan sesuai dengan program dan
mode pembangunanvers pemerintah. Ornop yang
termasuk dalam kategori ini mempunyai kecen-
derunganuntuk aktif dalam kegiatan politik sekdipun
mungkin menggunakan pendekatan persond berupa
desakan-desakan untuk mempengaruhi kebijakan
publik di pemerintah kotaataupun parlemenlokal.
Sebagian aks-akd merekatidak jarang berhubungan
dengan upaya untuk mendukung peningkatan
kesadaran politik masyarakat. Dengan karakteristik
semacam ini, makaornop yang dapat dimasukkan
ddamkategori ini diantaranyaadalah : 1) Lembaga
Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan
(LPKP); 2) Pusat Telaah dan Informasi Regiona
(PATTIRO); 3) Ruang Mitra Perempuan
(RUMPUN); 4) Parlemen Watch Indonesia
(ParWl); 5) Lembaga Perlindungan Konsumen In-
donesia (LPKI); 6) Yayasan Bina Potensi
Masyarakat (YAPIM); 7) LembagaKgianAjaran
Sukarno dan llmu Sosial (eL-KASs); 8) Lembaga
Studi Agamadan Sosid / Institute for Religion and
Social Studies (IReSS); 9) GriyaBaca: Lembaga
Pemberdayaan Anak Jalanan.

Ornop berkategori transformatoris (progresif)
Daam memandang proses pembangunan
ornop kelompok ini menghindarkan diri terlibat
dalam program-program pembangunan dengan
berbaga mode nyayang dilakukan oleh pemerintah.
Menurut pandangan ini daam prosespembangunan,
ornop harud ah menyatu dengan kel ompok basisdan
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melakukan model pendekatan “empowerment at
the grass-root”. Kelompok ornop ini sangat
menekankan terjadinya peningkatan kesadaran dan
kepedulian akan hak, melakukan kegiatan tatap
mukasecarainforma mendorong gerakan rakyat,
dan kurang menggantungkan pada perubahan
kebijakan pemerintah. Ornop yang dapat dimasuk-
kan dalam kategori ini diantaranyaadal ah sebagai
berikut; 1) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia-
Malangkucecwara (SBSI-M); 2) Vincentian Cen-
ter Indonesia(VCl); 3) Serikat Buruh Demokratik
Madang (SBDM).

Orientasi Ornop Terhadap Struktur Negara
Ornop berkategori developmentalis (parastatal).

Adaah ornop yang mengakomodasi struk-
tur negara, yang dalam hal ditandai oleh, setidaknya
duahal, yaitu bahwa ornop menganggap dirinya
sebagal bagianintegrd dari negaraatau pemerintah,
dan bahwaornop memendang dirinyasebaga me-
diator antaranegaraatau pemerintah dengan masya
rakat. Ornop demikian ini terlalu terpukau oleh
developmentalism yang dianut oleh negara dan
percaya padasistem kepolitikan birokratik yang
tidak memiliki wawasan perubahan struktural yang
sistemik. Data-data informasi temuan lapangan
menunjukkan fenomenaterdapat sejumlah ornop
yang bukan hanyaakvitasnyamenunggu (kucuran
danadari pemerintah) dan menjaankan proyek dan
program pemerintah, tetapi sekaligus ornop-ornop
itujustru bersandar dan menjadi kepanjangan tangan
dari berbagal inditus negaradaningtans pemerintah.
Akibatnyaketikakucuran danadan proyek peme-
rintah berhenti, atau setidaknya proyek atau pro-
gram yang adatidak sesuai dengan bidang yang
ditekuni ornop yang bersangkutan, praktisornop-
ornop ini mengalami mati suri. Yang lebih celaka,
ddamkondis yang mati suri ituornopini seringkali
dimanfaatkan oleh birokras dan birokrat untuk
kepentingan-kepentingan politik kel ompok maupun
individu. Beberapaornop di kotaMaang yang dapat
dikelompokkan dalam kategori ini diantaranya
adalah: 1) Yayasan “ Pemberdayaan Masyarakat
Indonesia’ (Y PMI); 2) Yayasan Peningkatan dan
Pengembangan Sumber DayaManusia(Y P2SDM);
3) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia(GMBI);

55

4) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan
Masyarakat (P3M); 5) Angkatan Muda Demokrat
Indonesia (AMDI); 6) Lembaga Swadaya
Masyarakat “ Sinar Bangsa’ (LSM-SB).

Ornop berkategori reformasi liberal (profesional)
Ornop-ornop jenisini menggambarkan diri
sendiri sebagal a-palitisyang secarasosd progresif
dan kritisterhadap negaradan partai oposis. Ornop
berkategori ini sering mengidentifikas diri sebagal
pendamping rakyat dalam berhadapan dengan
negara. Kelompok ornop ini umumnyaberpaham
liberd plurdis, yang berupayamencari dan mencip-
takan ruang bagi penyadaran sosia dan politik,
anadisastruktural dan kepedulian tentang hak-hak
dasar (HAM), dan demokrasi, serta berinteraksi
secara keras dengan pemerintah untuk mempe-
ngaruhi, membuj uk, dan bilamanaperlu menantang
dan melawan. Kelompok ornop ini menurut Billah
(2000:7) menganggap dirinyamengembanmis untuk
: (@) membelarakyat yang memperoleh perlakuan
sewenang-wenang dan tidak adil oleh negara, (b)
mel akukan kontrol terhadap tindakan negarayang
a-demokratis, mel ecehkan dan melanggar HAM,
atau mendesak negara sampai ke titik dimana
‘negara hanya berperan sejauh perlu, dan tidak
berperan sejauh mungkin’, (c) melakukan proses
pemberdayaan masyarakat agar mampu melindungi
diri dari tindak kesewenang-wenangan negara, atau
mendorong (memfasilitasi, menyediakan perdatan
bagi) rakyat untuk mengambil peran (partisipasi)
sgiauh mungkin, dan memiliki akses terhadap
sumberdaya dan proses pengambilan keputusan
sgjauh mungkin. Berdasarkan data-datadan infor-
mead yang diperolehdari kegiatan pengumpulandata
dapatlah dikemukan ornop-ornop di kotaMalang
yang dapat dikategorikan sebagai ornop reformas
liberd ini. 1) LembagaPengkgian Kemasyarakatan
dan Pembangunan (LPKP); 2) Pusat Telaah dan
Informasi Regiona (PATTIRO); 3) Ruang Mitra
Perempuan (RUMPUN); 4) LembagaPemantau &
Pemberdayaan Parlemen/ Parliament Watch Indo-
nesa(ParWI); 5) LembagaPerlindungan Konsumen
Indonesia (LPKI); 6) Yayasan Bina Potensi
Masyarakat (YAPIM); 7) LembagaKgianAjaran
Sukarno dan Ilmu Sosia (eL-KASs); 8) Lembaga
Studi Agamadan Sosial / Institute for Religion and



56

Social Studies (IReSS); 9) GriyaBaca: Lembaga
Pemberdayaan Anak Jalanan.

Ornop berkategori transformatoris (progressif)

Bagi ornop-ornop kelompok ini masyarakat
mestilahteremang pas, sehinggamemiliki kepasitas
otonom dan mang emen yang non-coercive untuk
mengatur dirinya. Dalam pandangan kelompok ini,
bahwanegaradan masyarakat Sipil adalah segi-segi
dari suprarinfrastruktur, sehinggasaling berhadapan
dalam kontradiksi. Oleh karenanyamenurut pan-
danganini ornop harud ah menyatu dengan kelom-
pok basis dan melakukan model pendekatan ““em-
powerment at the grass-root™. Kelompok ornop
ini sangat menekankan terjadinya peningkatan
kesadaran dan kepedulian akan hak, melakukan
kegiatan tatap muka secarainformal mendorong
gerakanrakyat, dan kurang menggantungkan pada
perubahan kebijakan pemerintah. Ornop yang dapat
dimasukkan dalam kategori ini diantaranyaadalah
sebagai berikut. 1) Serikat Buruh Sgjahteralndo-
nesia-Malangkucecwara(SBSI-M); 2) Vincentian
Center Indonesia (VCI); 3) Serikat Buruh
Demokratik Maang (SBDM).

Ornop dan Konsep tentang Demokrasi

Pandangan dan sikap ornop terhadap
demokras ddam banyak aspek lebih ditentukanoleh
bukan hanyaideologi ornop yang bersangkutan,
tetapi jugaoleh bagaimanaornop memandang dan
menempatkan dirinya dalam sebuah sistem
perwakilan kepentingan yang dikembangkan oleh
negara.

Ornop berkategori developmentalis (parastatal)
Kelompok ornop ini mengakui bahwa
negaramemiliki hak untuk mengatur kehidupan
ornop dan sebagal imba an ataspengakuan itu ornop
hendaknyadiikut sertakan sebagai subyek dalam
proses pembangunan. Oleh karenaitu keterlibatan
kelompok ornop ini dalam pemecahan masalah
pembangunan dan kemasyarakatan hanya secara
partisipatori kelembagaan (institutional participa-
tory). Hasil analisis datamenunjukkan sgumlah
ornop yang dapat dikel ompokkan dam kategorikan
ornop developmentalis (parastatal) diantaranya
adalah : 1) Yayasan “ Pemberdayaan Masyarakat
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Indonesia’ (Y PMI); 2) Yayasan Peningkatan dan
Pengembangan Sumber DayaManusia(Y P2SDM);
3) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesa(GMBI);
4) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan
Masyarakat (P3M); 5) Angkatan Muda Demokrat
Indonesia (AMDI). 6) Lembaga Swadaya
Masyarakat “ Sinar Bangsa’ (LSM-SB).

Ornop berkategori reformasi liberal (profesional)

Kelompok ornop ini melihat kondis sosial
ekonomi dan demokrasi karenatak berfungsinya
demen-demensosd palitik yang ada, di manarakyat
atau kelompok-kelompok masyarakat kurang
memiliki aksesdan kesempatan untuk berpartisipas
dalam politik dan pembangunan. M akanya pende-
katan pemecahan masal ah uang dijadikan pijakan
kelompok ornop ini, yakni berupayamenyediakan
atau memfaglitas kesempatan rakyat untuk berpar-
tisipas, dengan model perubahan yang diharapkan
berupa perubahan fungsional struktural. Dengan
demikian kelompok ornop ini sebenanrnyaingin
berupayamenye mbangkan hak-hak politik dan hak-
hak ekonomi masyarakat. Ornop di kotaMalang
yang dapat dikel ompokkan daam kategori ini dianta-
ranya sebagal berikut. 1) Lembaga Pengkajian
Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) ; 2)
Pusat Telaah dan Informasi Regiona (PATTIRO);
3) Ruang Mitra Perempuan (RUMPUN), 4)
Lembaga Pemantau & Pemberdayaan Parlemen/
Parliament Watch Indonesia(ParW1); 5) Lembaga
Perlindungan Konsumen Indonesia (LPKI); 6)
Yayasan Bina Potensi Masyarakat (YAPIM); 7)
LembagaKajianAjaran Sukarno dan Ilmu Sosial
(eL-KASs); 8) Lembaga Studi Agamadan Sosid /
Institute for Religion and Social Studies (IReSS);
9). GriyaBaca : Lembaga Pemberdayaan Anak
Jdanan.

Ornop berkategori transformatoris (progresif)
Gerakan-gerakan ornop seperti ini terasa
agak radikal, di manaiklim atau isu keterbukaan
dimanfaatkan untuk mencobamembongkar berbagal
persodan sogd, ekonomi dan politik. Sangat kontras
dengan ornop berparadigma pertamadan kedua,
yangketigaini melihat kondid struktur sosd ekonomi
dan politik sebagai hasil pemaksaan negara atau
kelompok-kelompok dominan, sehingga oleh
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karenaitu mel ahirkan ketidakadilan dan ketidakde-
mokrasian. Makanyaisu gerakannyalebih bernuansa
politik, seperti mengambil temahak azas manusia
(HAM), kesenjangan sosid, gerakan civil society,
pelibatan rakyat bahwada am proses-prosespolitik
seperti demonstrasi, unjuk rasa, termasuk mimbar
bebas, sertaberorientas padakemandirian rakyat.
Upayayang dilakukan adal ah untuk memunculkan
dan mengembangkan prakarsa di tingkat akar
rumput. 1) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia-
Malangkucecwara (SBSI-M); 2) Vincentian Cen-
ter Indonesia(VCl), 3) Serikat Buruh Demokratik
Mdang (SBDM).

Ornop dan Mobilisasi Popular

Parameter yang berkaitan dengan mobilisas
popular sebenarnyamenunjuk padabagaman pro-
gramdan aks advokas (pendampingan) itu disusun
dan dilakukan oleh ornop. Namun demikianistilah
ini mengandung beberapaperbedaan penafsranoleh
berbagai kelompok ornop. Advokas bisadimaknai
untuk menunjuk ornop yang dianggap banyak
melakukan kritik dan oposisi terhadap pemerintah
atau negara. Advokas dimaksudkan juga untuk
menunjuk padaberbagal kegiatan yang ditujukan
untuk mendorong perubahan kebijakan publik
(pemerintah) s3ja, sehingga upayapemberdayaan
rakyat tidak dapat dimasukkan di dalam pengertian
itu. Namun terdapat jugayang menafsirkanistilah
untuk menunjuk bahwadi dalamistilahitutersirat
juga adanya kegiatan-kegiatan pemberdayaan.
Bagamanaimplementad ittilahituddambanyak hd
ditentukan olehideologi yang dianut masing-masing
ornop. Data-datayang diperoleh berkaitan dengan
parameter mobilisas ornopini pengkategorian ornop
dapat dikemukakan sebagai berikut.

Ornop berkategori developmentalis (parastatal)
Ornopini secaraterang-terangan mengang-
gap dirinyasebaga mitrapemerintah atau bahkan
kepanjangan tangan pemerintah. Dadam penyusunan
program dan aksinya ornop ini tidak mengenal
konsep dan oleh karenaitu menolak kegiatan advo-
kad, yang dimakna secarasangat sempit dan negatif
sebagai tindakan-tindakan politisoposis terhadap
negaraatau dalam hal ini pemerintah. Oleh karena-
nyadalam program dan aksinyakelompok ornop
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ini 1ebih mengarah padapemberdayaan masyarakat
berupa pembentukan kel ompok-kelompok kecil
yang sgaan sairing dengan program pembangunan
pemerintah ketimbang program dan aks yang
mengarah kepadamendorong terjadinyaperubahan
kebijakan publik. Ornop-ornop di kota Malang
yang dapat dimasukkan dalam kategori ini diantara-
nyasebagai berikut; 1) Yayasan “ Pemberdayaan
Masyarakat Indonesia” (YPMI); 2) Yayasan
Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (YP2SDM); 3) Gerakan Masyarakat
Bawah Indonesa(GMBI); 4) Pusat Pengembangan
dan Pemberdayaan Masyarakat (P3M); 5)
Angkatan Muda Demokrat Indonesia (AMDI);
Lembaga Swadaya Masyarakat “Sinar Bangsa’
(LSM-SB).

Ornop berkategori reformasi liberal (profesional)

Ornopjenisini beranggapan bahwatatanan
palitik, ekonomi, dan sosid yang adadianggap sudah
layak dan benar, dan masalah yang ada adalah
masal ah penyimpangan dari pel aksanaan aturan-
aturan yang telah ada. Lembaga-lembaga politik
yang adasudahlayak, hanyatidak berfungs. Pelak-
sanaan perekonomian menyimpang dari prinsip-
prinsip ekonomi persaingan bebas, dan praktek
sosia tidak dilandasi oleh aturan hukum yang
disepakati bersama. Oleh karenaitu advokas perlu
diwuj udkan dalam bentuk-bentuk penegakan hukum
(law enforcement), penguatan partisipasi publik
(public participate empowerment), program
pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan meng-
galakkan kesadaran politik, sosial dan ekonomi
warga. Ornop yang dapat dikelompokkan dalam
kategori ini diantaranyaadalah: 1) Lembaga Peng-
kgian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP);
2) Pusat Tdaah dan Informasi Regiond (PATTIRO);
3) Ruang Mitra Perempuan (RUMPUN); 4)
Yayasan Bina Potensi Masyarakat (YAPIM); 5)
LembagaKagjian Ajaran Sukarno dan Ilmu Sosial
(eL-KASs); 6) Lembaga Studi Agamadan Sosial /
Institute for Religion and Social Studies (IReSS);
7) Lembaga Pemantau & Pemberdayaan
Parlemen/ Parliament Watch Indonesia (ParWI);
8) Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia
(LPKI1); 9) GriyaBaca: Lembaga Pemberdayaan
Anak Jalanan.
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Ornop berkategori transformatoris (progresif)
Ornop transformatorismemberi maknaitil-
ah advokas secararadikal. Ornop ini mengangap
bahwatatanan sosia dan politik itu diciptakan oleh
kelasyang berkuasa, sehinggaberimplikasi pada
maraknyaketidak adilanbagi rakyat. Istilah advokas
bagi kelompok ini dimaknai sebagai kegiatan oleh
kekuasaan yang ditujukan pada penyelenggara
kekuasaan negara, pemegang kekuasaan ekonomi,
dan tatanan masyarakat sipil dengan tujuan terjadi
perubahan padatataraninfrastruktur, sruktur sosd,
dan suprastruktur ideologi, sehinggaterciptaglo-
bal good governance. Oleh karenaitu dalam ber-
baga program dan aksinyake ompok ornopini lebih
berorientasi pada pemberdayaan (empowering)
kelompok-kelompok kecil di tingkat basis. Yang
dapat dikelompokkan dalam kategori ini adalah
ornop-ornop berikut ini : 1) Serikat Buruh Sgahtera
Indonesia-Malangkucecwara (SBSI-M); 2)
Vincentian Center Indonesia (VCI); 3) Serikat
Buruh Demokratik Maang (SBDM).
Uraianidentifikas dari 18 (delapan belas)
ornop obyek pendlitian yang data-datadapat diolah
dan dianalisis menunjukkan hasil sebagai berikuit.
Pertama, bahwa4 (empat) parameter orientas, yak-
ni sikap terhadap program pembangunan resmi,
orientas terhadap struktur negara, konsep tentang
demokras, danmobilisas popular, yang digunakan
untuk mengidentikas kategori ornop berlaku secara
konsisten. Artinya, apabilasaah satu parameter itu
menunjuk padakategori tertentu atas sebuah ornop,
makasecarakons senketigaparameter lannyajuga
menunjuk padakategori yang samaatasornop yang
sama. Kedua, terdapat 6 ornop yang dapat dikate-
gorikan sebagai ornop developmentdis(parastatd),
yakni Yayasan Pemberdayaan Masyarakat |ndone-
sa(YPMI), Yayasan Pengembangan dan Pening-
katan Sumber DayaManusia(Y P2SDM), Gerakan
Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Pusat
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
(P3M), Angkatan Muda Demokrat Indonesia
(AMDI), dan Lembaga Swadaya Masyarakat
“Sinar Bangsa® (LSM-SB). Kemudian yang dapat
dikategorikan kedalam ornop reformasi liberal
(profesional) meliputi 9 ornop, yakni : Lembaga
Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan
(LPKP), Pusat Telaah dan Informasi Regiona
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(PATTIRO), Ruang MitraPerempuan (RUMPUN),
Parlemen Watch Indonesia (ParWl), Lembaga
Perlindungan Konsumen Indonesia(LPKI1), Yayasan
Bina Potensi Masyarakat (YAPIM), Lembaga
Kajian Ajaran Soekarno dan Sosial (eL-KASs),
Institutefor Religion and Social Studies (IReSS),
dan GriyaBaca: Lembaga Pemberdayaan Anak
Jalanan. Dan ada 3 ornop yang dapat digolongkan
sebagal ornop transformatoris (progresif), yakni :
Serikat Buruh Sejahtera “Malangkucecwara”
(SBSI-M), Vincentian Center Indonesia(VCl), dan
Serikat Buruh Demokratik Malang (SBDM).
Ketiga, diantaraketigakategori ornop yang diteliti,
tampaknyahanyaornop berkategori reformas lib-
erd (profesional) yang paing memungkinkan untuk
menjalin relasi dengan partali politik dalam
memberdayakan masyarakat. Hal ini dikarenakan
idedlismedan gfat moderat yang dimiliki olehornop
berkategori ini, membukape uang untuk melakukan
kerjasamadengan pihak lain dalam menjaankan
fungd artikulas kepentingan masyarakat.

Identifikasi Tipologi Partai Politik

Data-data yang diolah dan dianalisis
bersumber dari delgpan partai politik yang memiliki
perwakilan (kursi) di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Malang, yaitu Partai
Demokras IndonesiaPerjuangan (PDI-P), Partai
K ebangkitan Bangsa(PK B), Partai Golongan Karya
(Parta Golkar), Partai Demokrat (PD), Partal
Amanat Nasiona PAN), Partal Keadilan Sgahtera
(PKYS), Partai Damai Sejahtera(PDS), dan Partai
Persatuan Pembangunan (PPP). Data primer
diperoleh dengan carawawancaradengan tokoh-
tokoh kunci di kepengurusan partai politik maupun
yang beradadi fraks DPRD dari setigp partai politik.
Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai
bahan pustakayang berupaAD/ART dan terbitan
laindari setigp partai politik, jugaberasal dari me-
diamassadan buku.

Data-data tersebut kemudian dianalisis
dengan menggunakan kerangkatipologi partal politik
berdasarkan hubungan partai politik —masyarakat,
yang dikemukakan oleh Roberts (2002:8-14).
Ddam pendlitiannyatentang jainan hubungan parta
— masyarakat dan representrasi demokratik di
AmerikaL atin, iamenemukan fenomena-fenomena
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yang nyarissamadengan temuan Poguntke (2002:4-
11), yangkemudian dirumuskannyaddamlimamodd
hubungan. Dalam model ini menurut Roberts
sekalipun satu partal politik dominan menunjukkan
kecenderungan yang mengarah pada tipologi
tertentu, tetapi tidak tertutup kemungkinan pada
partai politik yang samatampak pulaindikas yang
cenderung mengarah padatipologi lainnya Sehingga
satu partal politik tidak semata-matahanyamengacu
padasatu model atau tipologi sgja, tetapi jugabisa
merujuk pada beberapa tipologi atau model
sekaigus. Kelimamode hubungan tersebut sebagai
sebagaimanatel ah dikemukakan di bab terdahulu
adalah clientelist linkages, encapsulating link-
ages, programmatic linkages, personalistic link-
ages dan charismatic bonds, dan marketing link-
ages.

Clientelist Linkages

Ini merupakan model hubungan partai-
masyarakat paling tua dan paling meresap di
AmerikaL atin. Hubungan ini merupakan hubungan
patron-klien yang sangat menekankan terjadinya
pertukaran keuntungan bagi loyditaspalitik. Patron
memiliki sumberdaya yang berupa kekuasaan,
kedudukan atau jabatan, perlindungandan tidak
jarang pulaberupamateri. Sementaraklien memiliki
sumberdayaberupatenaga, dukungan danloydlitas.
Ciri-drinyaantaralain: merupakandiang dari tokoh-
tokoh politik dan jaringan patronasenya (pola
tersebut akantetgp terpdiharasd anamasng-masing
pihak tetap memiliki sumberdayatersebut; kalau
tidak demikian, masing-masing pihak akan mencari
orang lain, gpakah itu sebagal patron atau sebagai
klien); broker lokal menyalurkan keuntungan-
keuntungan pribadi —seperti pekerjaan, kontrak, atau
pun pengaspd anjadan- untuk memperoleh dukungan,
namun biasanya mesin patronase ini kurang
memperoleh dukungan secaraluasdari loydisparta;
partal lebih bergfat vertikal yangterdiri dari patron,
broker, dan klien daripada horisontal yang
merupakan organisas massayang kuat.

Hubungan clientelistic yang berhasi| diiden-
tifikas diantarapartai-partai politik di kotaMaang
Iebih banyak menunjuk kepada partai-partai besar
yang memiliki atau paling tidak berpe uang memiliki
kekuasaan besar. Sekalipun bukan berarti bahwa
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indikasi-indikasi hubungan itu samasekali tidak
tampak di tubuh partai-partai menengah dan partai
kecil. Yang pertama dapat disebut di ani idah Parta
Demokrasi IndonesiaPerjuangan (PDI-P). PDI-P
memiliki 12 kursi (terbanyak) dari 45 kursi yang
tersediadi DPRD KotaMaang. Peni Suparto, sdlain
menduduki posis Ketua Umum PDI-P Cabang
Maang addahjugaWali KotaMdang. Keduaposs
tinggi itu tampaknyatel ah dimanfaatkan sebaik-
ba knyauntuk membangun hubungan patronaseyang
kuat dan solid di kalangan masyarakat politik,
khususnyaanggotadan simpatisan PDI-P, bahkan
jugakalangan massamengambang (floating mass).
Di dg lainposis sebaga wali kota, sangatlah stra-
tegisuntuk membangun hubungan patronasedengan
parapegawal negeri sipil (PNS) di jgjaran birokras
pemerintah kota Malang. Tentu keberhasilan
membangun patronaseini tidak bisadilepaskan dari
peran parabroker politik (middleman). Di sini bisa
disebut terdapat setidaknyatigakelompok broker
ataumiddleman ini. Pertama, parapengurusparta,
tokoh-tokoh organisas sayap yang dibentuk PDI-
Pdan organisas kemasyarakatanlain, pengurusRW/
RT, bahkan jugatokoh-tokoh di kalangan preman
sangat efektif berperan sebagai broker dalam
menggal ang dukungan di kalangan masyarakat sipil.
Kedua, para€lit birokrat di jgaran pemerintah kota
Malang berperan sebaga middleman dalam meng-
gaang dukungan di kalangan paraPNSyang berada
di bawah otoritas pemerintah kotaMa ang beserta
sanak familinya. Dan ketiga, pengusaha, dengan
kekuatan materi yang merekamiliki, selain bisa
secaralangsung mempengaruhi dukungan masya
rakat, mereka juga dapat berkolaboras (baca :
membeli) dengan duakel ompok yang disebut ter-
dahulu untuk melakukan exchange resources
(Gaffar, 1999:112) dengan PDI-P atau pun Peni
Suparto sebagai dit kunci di PDI-P maupun sebagai
Walikota Malang. Maka bukanlah hal yang
menge utkan ketikakemudian Peni Suparto dapat
terpilih kembali sebagal Wali KotaMalang untuk
masajabatan keduame dui pemilihan kepdadaerah
(pilkada) yang diselenggarakan pada 23 Juli 2008
dengan dukungan hampir 50 % suarapemilih sah.
Yang kedua dapat dikemukakan di sini
adalah Partal Demokrat (PD), partai ini memiliki 7
kursi (posisi ketiga) di DPRD Kota Malang.
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Berdasarkan data-datayang diperol eh sebenarnya
hubungan patron klien yang terjadi padakepengu-
rusan partai ini di KotaMalang lebih merupakan
sebuah matarantal dari jaringan hubungan patronase
yang terjalin secaranasional. Hal ini mengingat,
bahwa Presiden Republik Indonesiaberasal (bahkan
sebagai Ketua Dewan Penasehat) dari Partai
Demokrat, yang mau tidak mau memposisikannya
sebagai patron di kalangan Partai Demokrat. Ini
menunjukkan, bahwa pengurus PD KotaMalang,
besartaorganisas sayap yang mendukungnyadaam
hubungan patronaseini |ebih berperan sebagabro-
ker ataumiddleman dari kepengurusan PD di tingkat
struktur yanglebihtinggi. Fenomenaini nyatasekdi
terlihat, dari kurang solidnyakepengurusan PD di
tingkat Kota Malang. Terjadi saling tidak mau
mengakui kepengurusar/kepemimpinan, saing pecat
di kepengurusan PD, maupun beberapakali terjadi
penggantian anggota fraksi PD di DPRD Kota
Madang, menunjukkan secarajelasterjadinyaperge-
seran petukaran sumberdaya (exchange of re-
sources) di antaramerekada am menggalang duku-
ngan di kalangan masyarat (klien) dan atau meng-
gantungkan perlindungan dari dit-€lit PD (patron).
Partal politik ketigayang dapat dikategori-
kan kedalam tipologi clientelist linkages adalah
Partai Golkar. Partai ini di DPRD Kota Maang
memiliki 5kurs perwakilan. Padaperkembangannya
kemudian Partai Golkar jugamembentuk sgumlah
organisas sayap sebagamanadiatur daamAD pasa
25 dan ART pasal 21. Disebutkan pada pasal 21
ART, bahwa selain membentuk organisasi sayap
perempuan, yaitu Kesatuan Perempuan Partal
Golongan Karya (KPPG), dan organisasi sayap
pemuda, yaitu Angkatan Muda Partai Golongan
Karya(AMPG), jugadibentuk berbagai organisas
sayap lainnya sesuai kebutuhan partai. Sistem
kanggotaan seperti ini pada masaordebaru, masa
ketika Golkar diposisikan sebagai single majority
memberi ruang tumbuh subur dan berkembangnya
praktek hubungan patron-client yang luar biasa.
Elit-dit organisas KINO ataupun organisas sayap
selain dapat berperan sebagai patron, juga bisa
berperan sebagai client, bahkan jugasebagai bro-
ker/middleman. K etikadalam perjalannya praktek
seperti ini kemudian disokong dan dimanfaatkanoleh
pengusaha, maka marakraklah praktek korupsi,
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kolusi dan nepotisme. Perkembangan dewasaini,
khususnya di kotaMalang, ketika Partai Golkar
sudah tidak lagi dalam posisi single majority,
praktek hubungan patronase politik masih dapat
ditemukan sisa-sisanya. K edekatan Golkar dengan
birokras, militer dan pengusahayang sudahterjain
selamalebihtigadekade, tentul ah tidak dapat hapus
begitu sgasaring terjadinyaperubahan palitik. Jedi,
singkatnyasekalipun sumber-sumber (resources)
yang dimiliki baik pihak patron maupun pihak cli-
ent boleh dikatakan tinggdl 9sa-Ssanyasga, namun
tampaknya masih cukup untuk menjadi bahan
rebutan untuk melakukan pertukaran sumber (ex-
change resources). Konflik yang terjadi belakangan
ini -diantaranyadipicu oleh konflik penentuan baka
calon WalikotaMaang- baik di tingkat kepengu-
rusan Dewan Pimpinan Daerah maupun di tingkat
organisas kemasyarakatan pendukung, hendaknya
dipahami ddam konteksitu.

Sedangkan di partai-partai politik lainnya
praktek hubungan patron-client yang berlangsung
lebih banyak hanya berkisar pada pertukaran
sumber-sumber (exchange of resources) di lingkup
internal organisas partal masing. K etikasalah satu
pihak tidak lagi dianggap memiliki sumber (re-
sources), yang terjadi pencabutan dukungan atau
perlindungan. M akaterjadilah seorang anggotafraks
tertentu untuk periode sekarang mencalonkan diri
sebagal caonanggotalegidatif untuk periode men-
datang di parta politik lain.

Encapsulating Linkages

Hubungan ini mempunyai duaciri khusus:
struktur organisas yang berbasismassadan &filias
modd partispatori. Pelibatan massasecaralangsung
dalam proses politik di luar kegiatan pemungutan
suarasangat penting. Oleh karenanyamemerlukan
kongtruks organisas partai di tingkat loka atau unit-
unit grass-root yang menyediakan anggota dan
pengikut-pengikut permanen yang militan bagi aks-
akd palitik, dantentu sgaini akan membukape uang
bagi asosasi-asosias buruh, petani, pemuda, maha
siswa, dan sebagainya. Hubungan encapsulating
menci ptakan ikatan-ikatan yang kuat antaraorang-
orang militan dengan partai. Orang-orang militanini
diselubungi sebuah jaringan sosial dan jaringan
organisas yang yang membawamerekakedalam
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hubungan reguler dengan partai dan paraloyalis
lainnya. Partai oleh karenanyamembantu mengin-
tegrasikan masyarakat ke dalam kehidupan politik.
Dan tentu sgjamerekaharus menyediakan sebuah
tatanan layanan sosial yang menciptakan saluran
bagi partispas dan reproduks loyditaspolitik, ter-
masuk klinik-klinik kesehatan, fadlitaspemdiharaan
anak, program-program pendidikan, kelompok
permuda dan perempuan, aktivitas budaya, dan
kelompok-kelompok olahraga.

Di wilayah kotaMaang partai politik per-
tamayang menurut hemat pendliti layak di masukkan
ddamtipologi encapsulating linkages ada ah Partai
Keadilan Sgahtera(PKS). Di DPRD KotaMalang
PKSmemiliki 5 (lima) kurs). Dari 99 keanggotaan
berdasarkan pasal 5 ayat (1) Anggaran Rumah
Tangga(ART) PKS, disebutkan adanya6 (enam)
jenjang keanggotaan mulal dari AnggotaPemula,
AnggotaMuda, AnggotaMadya, AnggotaDewasa,
AnggotaAhli, dan Anggota Purna. Jenjang yang
beragam ini tentu harusdilihat sebagal prosesdan
mekani sme pengkaderan dan rekrutmen yang ketat
di kalangan PK'S, yang membawaimplikas kepada
terciptanyakader-kader partal yangloya danmilitan.
Prosesini diwadahi secarakhusus melalui sebuah
Unit Pembinaan dan Pengkaderan Anggota (pasa
10 ayat (6) ART PKS). Dalam membangun
hubungan dengan masyarakat PK S (pasal 63 (1)
ART ) jugame akukan hubungan keorganisas baik
yang bersifat formal dan non-formal, yang
disdenggarakan ddamruang lingkup kegiatanantara
lainyang bersfat dekwah, politik, kewanitaan, sosd,
budaya, hubukum, pendidikan, ekonomi, dan
profes, baik dengan |lembaga pemerintah mgupun
dengan organisas lembagasosd masyarakat. Bisa
jadi apayang adadi PKSini jugadilakukan oleh
partai politik lain, tetapi yang membedakannya
adalah efektifitasdan intengfitasdari program dan
kegiatan yang dilakukan da am pembinaan kader dan
hubungan dengan masyarakat. Seperti dikatakan
oleh KetuaUmum Dewan Pengurus Daerah Kota
Maang, Choirul Amri (wawancara, 3Agustus2008)
PK Syang berazaskan |dam memiliki jgaring yang
disebut halagah, yakni merupakan pertemuan pen-
didikan kepartaian dan dakwah yang dil akukan se-
cararutin sebulan sekali. Pengamatan di |apangan
menunjukkan pola ini menghasilkan kualitas

61

sumberdaya kader yang memiliki miltansi dan
loyalitasmemadai. Performance kader-kader PKS
baik yang duduk sebagai wakil rakyat di DPRD,
maupun di wilayah kegiatan yang lain yang bersen-
tuhan dengan masyarakat tampak menonjol. Penam-
pilan PKS secaraorganisasi dan secarapersonal
melaui kinerjaparakader inilah yang menjadi daya
tarik bagi kalangan intelektual, eksekutif muda,
mahas svadan golongan menengah perkotaan untuk
memberikan dukungan kepadaPK S. Namun bukan
berarti, bahwaPK Skurang peduli terhadap € emen-
elemen masyarakat lainnya. Dalam sengketa per-
buruhan yang terjadi di perusahaan karoseri PT Adi
Putro, misalnya, kader PK S maupun PKS secara
organisas turut memberikan pendampingan bagi
buruh daam menghadapi skap mamag emen perusa
haan.

Partai politik lain yang dapat dikategorikan
dalamtipologi encapsulating linkages, sekalipun
ddam kadar yang cukup longgar, adalah Partai Per-
satuan Pembangunan (PPP). Di DPRD KotaMdang
PPP hanyamemiliki 1 (satu) kursi. Secarahistoris
PPP merupakan hasil fusi 4 (empat) partai politik
Islam di masaorde baru yaitu Nahdlatul Ulama
(NU), Partai Serikat ISam Indonesia(PSl1), Partai
Muslimin Indonesia (Parmusi), dan Pergerakan
TarbiyahIdamiyah (Perti). Ketikareformas bergullir,
keempat partal politik yang membentuk PPP
melepaskan diri dari PPP dan mencoba untuk
beromantisme menghidupkan kembali partal politik
masing-masing. Namun yang perlu menjadikan
perhatian adalah, secaral ogikamestinya PPP sudah
habis, karena4 parta politik yang membentuknya
menarik diri dan sgjumlah aliran Islam yang dulu
menjadi penopang PPP belakangan mendirikan
partal politik sendiri. Tetapi yang terjadi bahwa PPP
tetap survive, yang eksstensinyaditunjukkan oleh
perolehan kurs DPR yang menduduki posisi ke-3.
Menurut Asrowi Abdullah, Ketua PPP Dewan
Pimpinan Cabang K otaMa ang dalam wawancara
pada 24 Agustus 2008, fenomenabesarnyaduku-
nganitudi satu s menunjukkan bahwapendukung
dan kader PPPmemiliki loyaitasdan militans yang
tinggi, yang diikat oleh azas |slam dan lambang
Ka bah, dan menyebar baik melalui jalur struktur
kepengurusan organisasi PPP maupun melalui
badan-badan otonom -organisasi massa/profesi/



62

kemasyarakatan yang menya urkan aspiras politik-
nyakepedadan bernaung di bawahparta, yang mengatur
rumehtangganyasendiri (AD PPPpasd 61layat 1).

Pada sisi lain, sebagal bekas wadah 4
(empat) parta politik Iam, pendukung dan kader
PPP mencerminkan corak |am Indonesiadimana
semuaaliran Islam adadi dalam tubuh PPPyang
membuat |slam PPP bisa diterima semua pihak.
Melalui tokoh berbagai aliran Idamitulahjgaring
berbagal kegiatan politik, dakwah, layanan kese-
hatan, pendidikan, budaya, gerakan perempuan, dan
sosia lainnyadibangun untuk bukan sgjameraih
dukungan padasaet pemilu, tetapi lebih dari ituadaah
untuk memberdayakan dan menyg ahterakanrakyat.

Yang perludicatat di sini ialah, substans
encapsulating linkages itu terletak padaketatnya
proses rekrutmen keanggotaan, jenjang pengka-
deran, dan jgaring hubungan diantarakader yang
loyal dan militan dengan struktur organisasi partal
politik. Sehinggatidak memungkinkan pihak luar
dengan mudah dapat menerobos menjadi anggota,
pengurus, atau pejabat publik mewakili partal yang
bersangkutan. Untuk kasusdi wilayah kotaMaang,
tampaknyatampilan PK S sepenuhnya seperti itu.
Sedangkan di PPP, mekanismerekrutmen dan peng-
kaderan tidaklah begitu ketat, dan sepertinyaasa
bukan datang dari kalangan non-muslim orang
(pihak luar) masih dapat diterimauntuk bisamenjadi
bagian dari PPP.

Programmatic Linkages

Merupakan hubungan dimana loyalitas
politik warganegarakepadapartal didasarkan pada
komitmen terhadapideol ogi atau program-program
partal palitik. Hubungan demikianini mengharuskan
bahwa parta mengambil posisi ideologis yang
konsisten masuk akal, koheren, dan yang membe-
dakannyadari pesaing-pesaingnya. Dengan men-
dasarkan padakarakteristik yang mel ekat padapro-
grammatic linkages, tampaknyakarakteristik itu
terdapat pada semuakedel apan partal politik yang
menjadi obyek penelitian. Perlu kiranyadisebutkan
di sini, bahwadiantara8 partai politik itu, duapartai
politik, yaitu PKS dan PPP berasakan Islam,
sedangkan 6 partai palitik lainnya, PDI-P, PD, Partai
Golkar, PDS, PAN, dan PKB berasaskan
Pancasila. Selain penegasan diri sebagal parta
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dakwah oleh PK'S, dan partal yang bertujuan untuk
meningkatkan tagwakepadaAllah SWT oleh PPPR,
selebihnyavis, mis dan program kedel apan partai
politik itu boleh dikatakan hampir tidak adabeda-
nya. Vis, mis dan program keenam partai politik
secara umum berkisar pada persoalan demokra-
tisas, keterbukaan, keadilan dan kesgjahteraan rak-
yat, penentangan terhadap otoritarianisme, nasiona-
lisme, bangsa yang mandiri, bangsa yang tanpa
diskriminas, humanisme, daninternasondisme.

Fenomenaseperti itu barangkali dissbabkan
oleh ketidak jelasan atau ketidakberanian masing-
masing partal politik untuk menegaskan warna
ideologinya, sehinggaidentitasmasing-masing partai
politik pun menjadi tidak jelas. Dhakidae (2009:97)
menyebut kondis itu sebagai erabergesernyapartal
dari eraparta organisideologiskeeraparta dektord
sebagal kendaraan pemilihan umum yang semata-
matamelayani keperluan pemilihan baik di tingkat
daerah seperti pemilihanlangsung kepdadaerah dan
pemilihan umum nasiona. Fenomenademikianini
oleh Fatah (2006:6) disebut sebagai “ gejaapartai
mengambang”, dimanapartal politik yang dicirikan
oleh bebergpahal, yakni nir-ideologi, nir-identitas,
nir-kongtituen, danoligarkis. Hal-hd inilah barangkai
yang menjadi sal ah satu penyebab utamamengapa
dukungan (respon) masyarakat kepada partai-partai
politik bel akangan ini merosot, karenasemuapartal
politik memiliki program yang relatif samadengan
ideologi yangtidek jelaspula Masyarakat mengdami
kebingungan dalam menentukan pilihan dalam
memberikan dukungan, akibatnya massa
mengambang (floating mass) meningkat yang pada
saat pemiluditunjukkan olehtingginyaangkagol put.
Dampak negatif yang mengikutinya, semakin
merebaknyapraktek money politics dan maraknya
broker politik -untuk membangun patronase- guna
menggairahkan minat masyaraka daammemberikan
dukungan kepadapartai politik padasaat pemilu.
Celakanya, dengan upaya seperti itu pun -untuk
menyebut sebuah contoh- angka golput dalam
pemilihanWalikotaM alang pada23 Juli 2008 yang
lalu masih mencapai hampir 40 %.

Personalistic Linkages dan Charismatic Bonds
Padahubungan seperti ini, dukungan yang
diberikan kepada partai  bukan didasarkan atas
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komitmen ideologi atau identitasorganisas, tetapi
padakualitaskepemimpinan dari personaitas-per-
sondlitasyang dominan di dalam partal. Walaupun
hubungan personalistik tidaklah memerlukan
kepemimpinan karismatik, hubungan-hubunganitu
paling kuat dimana “ikatan-ikatan karismatik”
berlangsung (eks's) diantaraseorang pemimpinyang
mempertontonkan bakat khusus dan massarakyat
yang menanamkan kepercayaan merekakedalam
figur imam untuk memimpin suatu proses perubahan
radikal atau memecahkan suatu krisis nasional.
Personalisme biasanyabertentangan dengan insti-
tusionalisme, dan partai yang mendasarkan pada
hubungan persondistik seringkai merupakan orga:
nisas yang longgar atau bahkan keberadaannya
hanya sebentar sgja(Supriatma, 2009:13-14).

Di kalangan Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) kotaMalang, peran kyai lokal sangat kuat.
Kyai lokal ini sebagian memiliki komunitasyang
jangkauan wilayahnyacukup luas, namun terdapat
juga sebagian kyal yang memiliki komunitas-
komunitasdaam lingkup yang terbataswilayahnya,
yang barangkdi ini lahyang olen Abdurrahman\Weahid
disebut sebaga “kya kampung” itu. Kyai-kyai loka
inilah yang memiliki hubungan langsung dengan
masyarakat atau konstituen di tingkat basi s sebuah
partai politik, yang dengan otoritaskeagamaannya
akan membawaaspiras umat sesual dengan pilihan-
nya. Bahkan tidak jarang pulakyai-kyai lokal ini
menjadi pengikut setiadari kyai sepuh atau tokoh
dari partai politik tertentu yang memiliki jangkauan
pengaruhyanglebihluas, sehinggaaspiras umeat akan
ditentukan oleh kyai sepuhini maudi salurkan ke-
mana Daam pemilihan presiden, pemilihangubernur,
dan pemilihan waikotabebergpawaktuldu, praktek
seperti ini nyatasekali. Itu ditunjukkan olehtingkat
fragmentad yangtinggi ddam memberikan dukungan
kepada calon-calon yang berasal atau bahkan
dicalonkan oleh PKB. Kasus pemilihan walikota
Maang 23 Juli 2008 dapat diambil contoh konkrit.
Diawali oleh perbedaan bakal calon antarayang
diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang dengan
baka cdon yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan
Pusat PKB, yang kemudian bakal calon yang
ditetapkan oleh DPP PK B lah yang diusung PKB
menjadi calon walikota Malang. Yang terjadi
kemudian adalah, calon yang diusung PK B bukan
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sgjakaah, lebih dari ituiaberadapadaurutan pero-
lehan suarapaling bawah. Faktaini tentulah meng-
herankan, mengingat di DPRD KotaMalang PKB
memiliki 8 kurs, yang berarti dukungan yang diper-
olen PKB di KotaMadang sangat besar. Tgpi menga:
pahal ini dapat terjadi? Jawabannyaadal ah, akibat
bakal calon yang diproses dari bawah oleh DPC
PKB ditolak oleh DPP PK B, hal ini tentu menge-
cewakan kalangan yang merasa memiliki basis
komunitas dukungan, yang sebagian besar adalah
kyai lokal. Akibat kekecewaan itu suaradukungan
dari komunitasnyadiaihkan kepadacalonwalikota
lainnya dengan atau tanpaexchange resource. Di
PKB sesual pasd 31 (1) ART jugaterdapat sgumlah
badan otonom yang diantaranyaberfungsi untuk
membentu mel aksanakan kebijakan partai, khusus-
nyayang berkaitan dengan kelompok masyarakat
tertentu dan merupakan basis massa serta sumber
kader partai di berbagai segmen dan/atau | apisan
sosial masyarakat. Namun, seperti dikemukakan
KetuaDPC PKB KotaMalang dalam wawancara
tanggal 13 Agustus 2008, dalam kultur Nahdlatul
Ulamayang menjadi basissosiologis PK B, tokoh-
tokoh yang memegang pimpinan di badan-badan
otonom tadi jugamemiliki kepatuhan yang tinggi
terhadap kyai-kyal yang menjadi panutan masing-
masing.

Partal politik keduayang dapat digolongkan
kedalam tipe personalistic linkages atau charis-
matic bonds adalah Partal Damal Sejahtera(PDS).
Sebagal sebuah partal politik yang berazasPancasila
dan memiliki basissosiologisumat Kristiani, PDS
KotaMaang memiliki 2 (dua) kurs di DPRD Kota
Malang. Sebagaimana layaknya partai berbasis
agama secara konservatif peran pemuka agama
sangatlah signifikan dalam menjalin hubungan
dukungan antarapartai politik dengan masyarakat.
Di PDS peran pendeta atau pemuka agama dan
peran pemuka (sesepuh) masyarakat etnik atau suku
berbasisKristiani dalam menyediakan dukungan
kepada PDS baik semasa pemilu maupun tidak
sangat |ah besar.

Kemudian partai politik ketigayang dapat
disebut sebagai kel ompok tipe personalistic link-
ages atau charismatic bonds adalah Partai
Demokras IndonesiaPerjuangan (PDI-P). Secara
historis PDI-P sebenarnyamerupakan sempa an dari
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Partai Demokrasi Indonesia, yang jikadirunut ke
belakang memiliki kaitan erat dengan Partal

Nasionalis Indonesia (PNI). PNI sebuah partal

politik besar yang lahir sgak masapenjgahansampa

dengan awal 1970-an ketikaoleh rezim orde baru
dipaksaharusberfus dengan 4 partai politik lain :

Partal Murba, Partai Kristen Indonesia(Parkindo),
Partal Katholik, dan Ikatan Pendukung Kemer-
dekaan Indonesia(IPKI) menjadi partal sosok baru
bernama Partai Demokrasi Indonesia (Sukamto,
dkk., 1991:1). Sebagai partai politik besar menurut
Sukamto, dkk., (1991:12-13) PNI memberi warna
yang relatif dominan dalam perjalanan PDI -juga
PDI-P padaperkembangan selanjutnya-, termasuk
diantaranyayang paling menonjol adalah peman-
faatan nama besar Soekarno yang tidak sekedar
diletakkan sebagai idiom tetapi jugasebagai “roh”

dalam menarik dukungan masyarakat.

K ehadiran Soekarno secarafisk mewujud
padapdibatan kel uargabesar Soekarno dalam ber-
bagal aktifitaspolitik, utamanyapadasaat kampanye
pemilihan umum. Tidak hanyaberhenti di situ, anak-
anak Sukarno secaraterus menerusdicobaditarik
untuk menjadi tokoh panutan di panggung kehidupan
politik. Di snilah kemudian Megawati Soekarno putri
bagi kalangan PDI-P tidak sekedar diposisikan
sebagai orang nomor satu di PDI-P, bahkan juga
ditetapkanlagi sehaga cdon presdenRI padapemilu
2009, tetapi juga dipandang sebagal pewaris
kharismayang dimiliki Soekarno.

Sebagian besar tokoh PDI-Pdi DPC Kota
Malang, termasuk Ketua Umum yang sekaligus
WalikotaMaang, Peni Suparto adalah Soekarnois.
Makatidak bisadihindarkan dalam setiagp aks baik
yang berhubungan dengan pemilihan umum ataupun
kegiatan lain simbol dan gambar Soekarno selalu
dimanfaatkan sebagai penarik perhatian massa.
Bahkan Sucipto dalam kampanye calon Gubernur
JawaTimur dan Peni Suparto ddam kampanyecadon
walikotaMdang poster-posternyaterasatidak afdol
jikatidak menampakkan gambar M egawati Soe-
karnoputri atau gambar Soekarno di belakang foto
mereka.

Partal politik berikutnya yang sekiranya
layak dikelompokkan dalamtipologi ini addah Parta
Amanat Nasiona (PAN). Sgarah Kelahiran Partai
Amanat Nasional (PAN) dibidani oleh Magjelis
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Amanat Rakyat (MARA), sl ah satu organ gerakan
reformas padaerapemerintahan Soeharto, PPSK

Muhamadiyah, dan Kelompok Tebet. PAN

dideklarasasikan di Jakartapada23 Agustus, 1988
oleh 50 tokoh nasional, di antaranyaProf. Dr. H.

AmienRas, mantan Ketuaumum Muhammeadiyah,
Goenawan Mohammad, Abdillah Toha, Dr. Rizal

Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr.

Emil Salim, Drs. Faisal Basri MA, A.M. Fatwa,

Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao dan lainnya.

Keterlibatan dan ketokohan Amien Rais pada
persitiwapelengseran Suharto di tampuk kekuasaan
dan erareformad tidak dapat disangsikanlagi. Dan
pengaruhnya padaperkembangan PAN, partal yang
dibidaninya juga sangat luar biasa di kalangan
anggotadan simpatisan PAN, bahkan seolah-olah
PAN identik dengan Amien Rais. Hampir setiap
perahan massaPAN pasti dihadiri oleh massayang
membeludak apabiladihadiri oleh Amien Raies.

Ketokohan figur Amien Rais bisa dilihat juga,

misalnya, sekalipun saat ini yang menduduki posis

KetuaUmum DPPPAN adal ah Soetrisno Bachir,

namun dalam penampilannyaseringkai gambar atau
fotoAmien Raiesmasih dimanfaatkan untuk meraih
simpati masyarakat. Seolah-olah pengurus DPP
PAN pasca Amien Raieskurang percayadiri tanpa
direstui oleh“roh” tokoh reformisyang membidani

PAN.

Marketing Linkages

Hubungan demikian ini muncul sebagai
konskwensi dari aktivitas political marketing.
Biasanya dibentuk melalui hubungan pemilihan
secarakhusus, seperti menciptakan dayatarik partai
bagi pemilih yangtidak berkomitmen berupakebija
kan-kebijakan yang populis, pencitraan performan
pe abat, atau mengkomunikas kan citranegatif para
kompetitor. Namun efek yang ditimbulkan oleh
marketing linkages hanya menimbulkan tingkat
ketergantungan yang terbatas dan sementara, yang
padaakhirnyahanyamenghasilkan dukungan yang
bersifat kondisional ketimbang loyalitas politik.
Hubungan seperti ini memperkuat partai dalam
memolessecaraterusmeneruspublic image mereka
dengan carareframing agendapolitik, memodifikas
isue-isueposs merekauntuk mengakomodas opini
publik, mempertahankan rekam jejak mereka,
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mematut-matut kandidat mereka, dan menyoroti
kelemahan-kelemahan lawan.

Partai politik pertamayang harus disebut
untuk dimasukkan kedaamtipologi marketing link-
ages adalah Partai Demokrat. Partai ini didirikan
aasinigatif Sudlo Bambang Yudhoyono (sdanjutnya
disebut SBY), yang terilhami oleh kekalahan
terhormat SBY padapemilihancalonwakil presiden
dalam Sidang MPR tahun 2001. Dari perolehan
suaradalam pemilihan cawapres dan hasil polling
public yang menunjukkan popul aritasyang adapada
diri SBY beberapacorang terpanggil nuraninyauntuk
memikirkan bagaimana sosok SBY bisadibawa
menjadi Pemimpin Bangsadan bukan hanyadiren-
canakan untuk menjadi Wakil Presiden RI tetapi
menjadi Presiden RI untuk masamendatang. Bagi
orang-orang yang beradadi sekitar SBY agar cita
citatersebut bisatercapal, ja an satu-satunyaadaah
mendirikan partai politik. Sementara proses pen-
dirian parta politik yang kemudian dinamakan Partai
Demokrat terusberjaan, popularitasSBY oleh para
pendukungnya terus ditingkatkan, diantaranya
dengan mengeksploitas perstiwadipecatnyaSBY
sebagai Menko Polkam oleh Presiden Megawati,
dengan menyebut SBY sebagai “teraniaya’. Hasll
dari semuajerih payahitu tidak mengecewakan,
bahkan mengejutkan. Mengingat sebagal partai
politik baru Partal Demokrat bisamenduduki posis
ke-empat di DPR RI dengan perolehan 57 kursi.

Keberhasilan ini lebih meyakinkan lagi,
ketikakemudian SBY bersamadengan Yusuf Kala
terpilih sebagai Presiden danWakil RI padapemilu
2004. Ketika kemudian SBY berniat untuk
mencaonkandiri lagi sebagal presiden padapemilu
2009, pencitraan atasdirinyadan Partai Demokrat
terusdilakukan. Penampilan SBY yang cool, intelek
dan penuh kehati-hatian, dan dapat diterimaoleh
duniainternasiond terus-menerus“dijual” olehtim
suksesnya untuk meyakinkan masyarakat calon
pemilih. Terlebih lagi hasil polling dari berbagai
lembagasurvel menunjukkan bahwapopularitasdan
citra SBY masih menduduki posisi paling atas
dibanding parabakal calon presidenlainnya.

Sementara di tingkat Partai Demokrat
pencitrraan sebagai sebuah partal yang dekat dan
peduli denganrakyat, terutamaparageneras muda
jugaterusdilakukan. Pencitraanitu dilakukan dengan
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mengusung sgumlah artisuntuk dica onkanmenjadi
anggotalegidatif, setidak terdapat namaAngelina
Sondakh, Adjie Massaid, Vena Melinda, dan
penyanyi Tere (Kompas, 19 Agustus 2008). Hanya
sayangnya, pencitraan atas SBY dan Partai
Demokrat di tingkat pusat kurang diimbangi oleh
mangemen partal yang dilakukan oleh pengurus PD
di tingkat Kota Malang. Seperti di atas sudah
dikemukakan, belakangandi PD KotaMdangdilan-
dakonflik internal di jgjaran kepengurusan yang
kemudian merembet kefraksi PD di DPRD Kota
Malang. Kondisi ini penyebab utamanya, seperti
dikemukakan oleh sal ah seorang anggotafraks PD
di DPRD KotaMalang, Samsul Hadi, (wawancara
tanggal 21 Agustus 2008) disebabkan adanya
kesenjangan kapasitas antarapengurus PD dengan
anggota-anggotafraks. Menurutnya, seharusnya
penguruspartal politik memiliki kemampuanyang
lebih baik dibanding anggotafraks, mengingat bahwa
fraks hanyalah kepanjangan tangan dari partai
politik. Faktaini barangkali menunjukkan, bahwa
masadepan PD sebenarnyal ebih ditentukan bukan
olehkuatnyainditusondisas parta namunlebiholeh
kuatnyapersonditasSBY (Supriatma, 2009:13) dan
oleh upayapolitical marketing berupapencitrran
yang dilakukantim atasfigur SBY maupun Partai
Demokrat.

Partai politik keduayang dalam beberapa
hal dapat dimasukkan sebagai partai politik berti-
pologi marketing linkages adalah Partai amanat
Nasiona (PAN). Sekalipun selau menolak dikata-
kanmempunya ambis untuk mencaonkandiri seba
ga Presden RI padapemilu 2009, KetuaDPPPAN
saet ini, Soetrisno Bachir, secaraintensf membangun
citrauntuk mengenalkan diri kepadamasyarakat
sduruh Indonesameadui iklan-iklan politiknyabaik
di mediae ektronik maupun mediacetak. Sebagai
ketuaDPP PAN, sekalipun iklan politik itu lebih
ditujukan untuk menonjolkan figur pribadinya, tetapi
langsung atau tidak sekaligusjugaakan dandiharap-
kan mampu ikut meningkatkan pamor PAN di mata
masyarakat. Apdagi jikalangkahitukemudianjuga
diikuti oleh kebijakan PAN untuk merekrut sgumlah
artis sebagai bakal calon anggota legislatif.
Disebutkan, bahwalimadari 19 orang artisyang
menjadi baka caeg PAN beradadi nomor urut satu
di daerah pemilihannyamasing-masing. Kelima
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namaitu adaah Eko Patriodi dapil Jatim 11, Cahyono
di dapil Jatim 11, Wulan Guritno di dapil Jateng 111,
Ikang Fawzi di dapil Banten| dan RadinaRasyidin
di Jakartalll Dengan upayapencitrran yang dilaku-
kan seperti ini, PAN mentargetkan memperoleh 100
kursi di DPR RI padapemilu legidatif 2009 yang
akan datang (Kompas, 19 Agustus 2008).

Catatan yang dapat dikemukakan berdasar-
kan uraian di atasialah pertama, bahwadiantara
delapan partal politik yang diteliti berdasarkan
karekteristik yang dominan dapat diidentifikas
sebagai berikut. Yang termasuk tipeclientelis link-
ages adalah : PDI-P, Partai Demokrat, dan Partai
Golkar; partai politik bertipe encapsulating link-
ages, yakni : PKS dan PPP; kemudian yang
termasuk partai politik bertipeprogrammatic link-
ages, yaitu: ssemuadari kedd gpan parta politik yang
diteliti; danyang bertipepersonalistic linkages atau
charismatic bonds, adalah : PKB, PDS, PDI-P,
dan PAN; sertapartai politik yang bertipologi mar-
keting linkagesialah : Partai Demokrat dan PAN.
Kedua, semua partai politik yang diteliti dalam
membangun hubungan dengan anggota’konstituen-
nyadan masyarakat memiliki dan menggunakan
badan-badan otonom atau organisas sayap. Orga-
nisasi-organisasi tersebut dapat bersifat formal,
dalam pengertian mempunyail keterikatan dengan
struktur kepengurusan partai politik yang bersang-
kutan maupun bersifat non-formal, yang bwerarti
keterkaitan hanyadidasarkan padakepentingan atau
kegiatan-kegiatan tertentu yang bersifat insdental
sgja. Ketiga, dengan partai politik-partai politik itu
memiliki badan otonom atau organisasi sayap,
memungkinkan bagi setiap partai politik menjalin
relas dengan pihak di luar partai politik, termasuk
ornop, dalam upaya melakukan pemberdayaan
masyarakat untuk meningkatkan partisipas. Hanya
sgjabarangkali partai politik bertipologi encapsu-
lating linkages (dalam hal ini PK S dan PPP) yang
paling memungkinkan untuk melakukan, itu. Hal itu
dikarenapartai politik bertipeini memiliki ideologi
dan identitas lebih jelas, serta kader dan basis
kongtituenyang lebihloya, sehinggakemungkinan
lebih memiliki komitmen dalam melakukan fungs
artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat.
Tetapi bukan berarti bahwapartal politik bertipologi
laintertutup kemungkinannyame akukanitu, hanya
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sgatingkat reskonyalebih besar, misalnyamengun-
dang terjadi praktek money poltics, patronase
politik, ataupun kekhawatiran bahwa aktifitasitu
hanyaberjaan sementarasga.

SIMPULAN

Temuan penelitian menunjukkan terdapat 6
ornop yang dapat dikategorikan sebaga ornop deve-
lopmentadis (parastatal), yakni Yayasan Pember-
dayaan Masyarakat Indonesia (Y PMI), Yayasan
Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya
Manusia(Y P2SDM), Gerakan Masyarakat Bawah
Indonesia (GMBI), Pusat Pengembangan dan
Pemberdayaan Masyarakat (P3M), Angkatan Muda
Demokrat Indonesia (AMDI), dan Lembaga
SwadayaMasyarakat “ Sinar Bangsa’ (L SM-SB).
Kemudian yang dapat dikategorikan kedalam ornop
reformasi liberal (profesional) meliputi 9 ornop,
yakni: Lembaga Pengkgjian Kemasyarakatan dan
Pembangunan (LPKP), Pusat Telaah dan Informas
Regiona (PATTIRO), Ruang Mitra Perempuan
(RUMPUN), Parlemen Watch Indonesia(ParWi1),
Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia
(LPKI), Yayasan Bina Potensi Masyarakat
(YAPIM), LembagaKgjian Ajaran Soekarno dan
Sosd (eL-KASs), Ingtitutefor Religion and Socia
Studies (IReSS), dan GriyaBaca: Lembaga Pem-
berdayaan Anak Jalanan. Dan ada 3 ornop yang
dapat digolongkan sebagai ornop transformatoris
(progresif), yakni: Serikat Buruh Sejahtera
“Malangkucecwara’ (SBSI-M), Vincentian Center
Indonesia(V Cl), dan Serikat Buruh Demokratik
Mdang (SBDM).

Diantaraketigakategori ornop yang diteliti,
tampaknyahanyaornop berkategori reformas lib-
erd (profesional) yang paing memungkinkan untuk
menjadinrelas dengan partal politik dalam member-
dayakan masyarakat. Hd ini dikarenakanidedisme
dan sifat moderat yang dimiliki oleh ornop ber-
kategori ini, membuka pel uang untuk melakukan
kerjasamadengan pihak lain dalam menjaankan
fungd artikulas kepentingan masyarakat.

Bahwadiantaradel gpan partal politik yang
ditdliti berdasarkan karekteristik yang tampak secara
dominan dapat diidentifikas sebagai berikut. Yang
termasuk tipe clientelist linkages adalah : Partai
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Demokras Indones a-Perjuangan (PDI-P), Parta
Demokrat (PD), dan Partai Golongan Karya (Partal
Golkar); partal politik bertipeencapsulating link-
ages, yakni : Partai Keadilan Sgjahtera(PKS) dan
Partai Persatuan Pembangunan (PPP); kemudian
yang termasuk partai politik bertipe programmatic
linkages, yaitu : semuadari kedelgpan parta politik
yang diteliti; dan yang bertipe personalistic link-
ages atau charismatic bonds, adalah : Partai
K ebangkitan Bangsa(PKB), Parta Damal Sgahtera
(PDYS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDI-P), dan Partal amanat Nasiona (PAN); serta
partai politik yang bertipologi marketing linkages
ialah : Partai Demokrat (PD) dan Partai amanat
Nasiona (PAN).

Semua partal politik yang diteliti dalam
membangun hubungan dengan anggota/konstituen-
nyadan masyarakat memiliki dan menggunakan
badan-badan otonom atau organisas sayap. Organi-
sas-organisad tersebut dapat bersfat forma, ddam
pengertian mempunyai keterikatan dengan struktur
kepengurusan partai politik yang bersangkutan
maupun bersifat non-formal, yang berarti
keterkaitan hanya didasarkan pada kepentingan
atau kegiatan-kegiatan tertentu yang bersifat
insidental sgja.

Dengan partai politik-partai politik itu
memiliki badan otonom atau organisas sayap,
memungkinkan bagi setiap partai politik menjalin
relas dengan pihak di luar partai politik, termasuk
ornop, dalam upaya melakukan pemberdayaan
masyarakat untuk meningkatkan partisipas. Hanya
sgjabarangkali partai politik bertipologi encapsu-
lating linkages (dalam hal ini PK S dan PPP) yang
paling memungkinkan untuk melakukanitu. Hal itu
dikarenaparta politik bertipeini memiliki ideologi
dan identitas lebih jelas, serta kader dan basis
kongtituen yang lebihloyal, sehinggakemungkinan
Iebih memiliki komitmen dalam melakukan fungsi
artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat.
Tetapi bukan berarti bahwa partai politik
bertipologi lain tertutup kemungkinannya
melakukan itu, hanyasajatingkat resikonyalebih
besar, misalnyamengundang terjadinya praktek
money poltics, patronase politik, ataupun
kekhawatiran bahwa aktifitas itu hanya akan
berjalan sementarasga.
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